2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahan 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sehagaimana telah diubah kedun kalinva dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Momior 21 Talun 2011,

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolain Keuangan
Duerah.

4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 fentang Penjabarmn
Anggaron Pendapatan din Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Nomor SOP B-451/DISTRANSNAKER/D00.B.3,3/3/2026
Tanggal 13 Maret 2026
Pembunton -
| Tanggal Revisi
Tanggal
Pengesahan
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERIJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ]
Disahkan olch
e LT
PSS |
SEKRETARIAT Nama SOP Pengajuan SPP Uang Persediaan {UP)
Dasar Hukum ) - kualifiknsi Pelaksana
|. Peraturan Pemermtah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi | I SMA/Dipioma/Sarjana
Pemerintahan. 2, Menguasai dan memahami perafuran tentang pengajuan SPP uang persedisan (UF)

3, Mengetahui tugas pokok, fungs: dan tata kerja Dinas Transmigrasi dan Teniga Kerja
4. Memahami tata cara pengajuan SPP sang persediaan (UP)

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

| Pencatatan dan pendataan

I, Dokumen Melaksanamn Anggaran (DPA)

2. Surat Penyedia Dana

3. Surat Permintaan Pembaywran Uang Persediaan (SP'P L)
4, SPTIM 5PM LIP

| ketentuan yang telah ditetapkan

Disimpan sebagai data elekironik dan non elektronik




IMNAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT

Nomor SOP B-396/DISTRANSNAKER/000.8,3.3/3/2026

Tanggal Pembatan B 3 Marat 2026

Tanggal Revisi

Tangeal Pengesshan 3 Maret 2026

Drisahkan oleh

Wama S0P

hasar Hukom

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur prinsip pengebolaan

Kualifikasi Pelaksana

' SMA/Diploma/Sarjuna

|-
keuangan negam vang menjadi dasar bahwa setinp penggunaan 2, Mengussai dan memahami SPJ
anggarar harus diperfangpungjawnbkan 3. Mengetahui tugas pokok, fungsi dan tafa kerje Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kera
2, Undang-undang Nomos | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara | 4. Memahami Persturan yang berkaitan dengan Keusngan
3. Undang-undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Memahami Teknologi lnformasi dan Komunikasi (T1K)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Kevangan Deerah
5. Peraruran Menteri dalam negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Penpelolaan Kewsnpan Dacrah
6. Peraiuran Bopati Kabupaien Kutal Keranegara Nomor 19 Tahun 2024
lentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daeruh .
Keterkaitan Peralatan / Perleagkapan
1. Meja dan kursi;
2. Komputer;
3. Printer.
4. Jaringan intermet
P"eringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila prosedur tidak dilaksanakan dapat menghambat Penyusunan
laporan bulanan, triwulanan, semesteran, prognosis dan laporan akhir
kewangan

Disimpan scbugi datu elekironik dan won elekironik




Kegintan
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Verifikator
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realizasi peliksaninin angzgama
setfap blalan wntuk bethan kponin

Whenywain chpsaian Fealisasi
Engpanin dari mesing masng
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fualanan

DChokourmeen (Bt kas Konsep
[ aporun dan Progeosis

kK orsp Lapurun

bl Bl dan I i
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realisasl, capalan dan progosis

ggirun umliak dicermali, ditari
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Konscp Laporan dan
Progmasis

Kannsep Laparin

3 Mot dan Prognosis

kepada Kepaln. Jika belum b
ks diliembalikan uniuk
diperbaiki sesuws arabsn

Kansep Laporan dan
Prognosis

15 Mienir Disposds
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prgmisis. Mo sudah benar akon
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kepods Kepaln

[iake

Menoormiti kembali konsep
Inparan dan progaosis yang idah
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Sbonerimo dan e imban
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Momor SOP B-450/DISTRANSNAKER/000.8.3.3/3/2026 =1
13 Maret 2026 13 Maret 2026 =
Tanggal Revisi
Tanggal
Pengesahan
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Disahksn ol
SEKRETARIAT Hl.lli s0r
Dasar Hukum Kualilikasi F'dah.un.u.
1. EJndang—tJru:la_né. Nomor 25 Tahun 2009 -lu'n't.'-ﬁ-g .IiE-IE}mmn Publik (Lembaran | 1. EMNDkaww‘Samm
Negamm Republik Indonesin Tahun 2009 Nomeor 112, Tambahan Lembaran | 2. Menguasai dan memahami tentang Surst Keputusan Pemberhentian Pembayarn (SKPF)
Megarn Republik Indonesia Nomor 5038k 1. Mengetahni tugas pokok. fungsi dan tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kega
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- [ 4. Memahami tata can pengajuan SKPP

Undang Nomor 25 twhun 2009 Tentang Pelavanan Publik (1.embaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357)

3. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi
Nomor |5 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

4, Peraturan Menteri Dalam Negesi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
leknis Pengelolaan Kevangan Dacrah;

5. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sodial  Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

| Daerah. e .
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. Meja dan kursi;
1. Komputer;
3. Printer;
4. Jaringan internet
F-Flll'il!ﬂ_iltl__ll Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka pegawai yang bersangkutan a y . e Sl :
| tidak dapat menerima haknyas Disimpan sehagai data clektronik dan non elektronik
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DINAS THANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT

Drasar Hakum

| Nomor SOP B-395/DISTRANSNAKER/DOD.8.3.3/3/2026

Tanggal Pembuatan d Maret 2026 o

Tanggal Revisi
_Tanpgal Pengesahan 3Maret 2026 e

No Revisi Ty

Disahkan oleh '-

Ja iR d'l.l =8f LU I PE: Te, Lzt Sl

_ NIP. 1986101] 201001 1 013
Nama SOP ~ Manujemen Risiko

Kualifikasi Peloksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 wentang Pemerintahan Dacrah

2, Undanp-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrosi
Pemerintahan

1. Peratwrmn  Pemerininh Momor 60 Tabun 2008 fentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIF)

4. Permuran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tabun 2017 entang
Perencanaan, Pengendalinn, dan Evaluasi Pembangunan Dacrah

5. Permturnn Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tenting Pedoman
Manajemen Risiko

6. Perataran BPKP MNomor 4 mshun 2021 schagai scuan  teknis
implementasi manajemen nsiko

7. Peraturen Presiden Momor 39 whun 2023 Regulasi terbarn yang secara
khusus mengatur Manajemen Risiko

el e

SMA/Dploma/Sarjana

Menguasai dan memahami tentang Mansajemen Risiko

Mengetahui tugss pokok, fingsi dan tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Memahami Peraturan perundang-undangan vang berkaitan dengan Sistem Perencanasn Pembangusnian

Nasional dan Keuangsn Daersh
5. Memahami Teknolog Informasi dan Komunikasi (TIK)

.Kr.tﬂhlun

Peralatan / Perlengkapan

Meja dan kursi;

Komputes;
Printér;

Jaringan infemet

Peringatan

Jika Prosedur Pemantavan Mangjemen Risiko tidak dilakukan maka dapat
melakukan penilaian tingkat nsiko serta strategi peaanganan risiko

Disimpan sebagai data elekironik dan non elektronik
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DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor SOP B-4439/DISTRANSNAKER/O00.83.3/3/2026

Tanggal 13 Maret 2026
Pembuatan

Tangen| Revisi

Tanggsl
Pengesahan

SEKRETARIAT

Dasar Hukum

2,

Peraturan Pemerintah Momor 71 Tahun 201 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Poraturan Menteri dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2006 wentang Pengelolaan Kenangan
[taerah schagamana telah diubah kedua kalinva dengan Pemturan Menteri dalam Neger
Momor 21 Talwm 2001,

Peratumn Menteri Pendavagunasn Aparatur Negarm dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Momor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
prosedur Administrasi Pemerintahan.

Poratutan Menteri Dolam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan kevangan Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kantancparn Nomor 3 Tahwon 2022 1entang Perubaban
Kedua atas Peratutan Dacrah Nomer 9 Tabun 2016 wentang Pembentukan dan Susunan
Perangkal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

. Peraturan bupati Kutal Karanegara vang mengatur kedodukan ketenagakerjaan adalah

Peraturan Bupati {Perbup) Kutai Kananegara Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsy, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kutai Kartanegar

Disahikan oleh

" ¥ dl IFr" L L |'

?‘EF IPEE-INI 201001 1 013

Nama S50F Pengajuin SPP Ganti vang (GLT)
Kualifikasi Pelaksana
1. SMADiplomaSarjana
2, Menguasai dan memahami tentang pengajuan SPP Ganti uang
3. Mengetshui tugas pokok, fingsi dan tata kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4. Memahami tata cara pengajuon SPP Ganti unng

Keterkaitan

Peralaian / Perlenglapan

I. Dokumen Pelaksinaan Angearan {DPA)
2. Burad Penyedin dana

3. LPJ/SPY fungsional

4. SPP-GU

5. SPTIM SFM GU

Fencatatan dan pendataan

Peringatan

Pengajuan Gl (Ganti Uang) tersebut sebagai Pedoman dalam menentukan batas perminiaan
uang panjar, dan bila tidak ditakukan berakibal tidak lancarnya pelaksanaan kegistan

Digimpan sebagai data elekironik dan non elekironik
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Nomor SOP | B-449/DISTRANSNAKER/D00.8.3.3/3/2026

Tang 13 Maret 2026
_ Tanggal Revisi
Tanggal
| 13 Mare1 2026 —
Pengesahan m—
I_..._ r,;|: ::_lz_r.\:l{ﬂr_ =
W == -_l,n:_ s
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA = f%?"‘“-‘r"‘““" Wi
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Btathas i -
| 5-. '..'I...Il...f i't"l ] P T
= _#77 - NIP 19861011 201001 1 013
SEKRETARIAT - Nama SOP Pengajuan SPP LS Gaji
Dasar Huloum ' Kualifikasi Pelakzana

2. Peraturan Pemerintah Nomor B Tabun 2008 tentan Tabapan tal cara Penyusunan, |
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Draerah. 4

3. Peraturan Menteri Pendavapunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor |
35 Tahun 2012 tentan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur |
administras Pemerintah.

4. Perstiran Menteri Pendavagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrast Nomor |
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinea, Pelaoran Kinera dan tain |
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instang Pemerintah;

5. Perstwran Menteri Dalam Megert Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cama
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daeroh, tata cara Evaluasi
Roncangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, dan Rencina Pombangunan Jangka Mencnpah Dacrah, serta Tain Cara |
Perubshan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dserah, Rencana Pembanunan |
Jangaka Menengah Daerah dan Rencana Pemeriniah Daerah.

6. Peraturan Daersh Kabupaten Kuta Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daeral Nomor 9 Tahun 2016 feniang Pembentukan |
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Evaluasi dan

pelaporan.

1. L‘ndmg.—ﬁndmg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencamaan Pembangunan | 1.
Masional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Momor 104, Tambahan | 2.
Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4421 ), | 3

SMADHpliplomaSarjana

Menguasai dan memahami peraturan tentang pengajuan SPP LS Gaji.

Mengetahw fugas pokok, fimgs dan tatakena Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja
Kabupaten Kulm Kartanepara,

Memahami tata cara pengajuan SPP LS Gaj,

Keterkaitan Feralatan / Perlengkapan




‘ |. Dokumes Pelaksanaan Anggacan {[Pa)

2. Bural Peniyedia Dana
3. SPP- LS Gaji
4. SPTIM 5FM

Feringatan Fewtatatan dan peodatann

ﬁﬂl:::gh“ tidak dilakzanzkan setuni SOF, taks Fengajan SPP LS Gan akan Disitnpan sebagai data clekironik dam non clekiranik
1cr .
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DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomar SOP B-457/DISTRANSNAKER/000.8.9.3/3/2026

Tanggal 13 Marct 2026

Pembuiatan

Tangeal Revisi

Tanggal

Pa ) 13 Maret 2026

Disabkan aleh

SEKRETARIAT

Drasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah
(Tumbahan Lembaran Negara Repablik Indonesia Nomor 6322) ;

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadsan Barang / Jasa Pemerintah |

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denpgan Pemturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 201 | tentang Perubehan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 13 tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kevangan Dagrah
{Lembamn Negam Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

3. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomer 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
keuangan Decrah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam MNegeri Momor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor |3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keunngan
Daerah | Beritn Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 3 10%

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolnan
barang Milik Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparstur Negars dan Reformasi Birokmsi Republik
Indonesia Nomor 35 tshan 2002 Tentang Pedoman Penvusunan Standar Operasional
Prosedur Admnistrasi Pemerintah:

h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun
Pengelolaan Barang Dacrah vang dipisahkan:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 ahun 2010 estang Perubahan atas PP Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelblaan Barang Milik Negar / Daerah;

B. Peraturan Daevah Kabupaten Kotai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2009 fentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2004 teniang  Pedoman

Mama S0P

Kualifikasi Pelaksana

l. SMA/Diploma/Sarana

2. Mengetahui tugas pokok, fungsi dan tain kerja Dings Transmigrasi dan Tenoga Kerja

3. Menguasai dan memahani peraturan tentang perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang
milik daerah

Keterkaitan

Peralatan / Perlenghapan

I. Alat Tuliz Kanior
2. Komputer




3. Printer

4, Progmm Kegiatan
5. Surat Edaran

6, Usulan Barang

7. File Lampian

B Sistem Aplikasi

Peringatan

Jika kegiatan tidak dilaksanakansesuai SOP yang berlaku, maka tidak seswai dengan
ketentuan vang tefah ditelapkan

_E!'H__l_llnﬂlpl!ﬂdl‘lﬂl

Disirhpan sebagai data elektronik dan non ebekeronik




Pelaksana s Muiu Baku
Menywsun g T .
No Kegintin g Keteranga
Kepal Dimas | Sekretark | Kepala Bidneg | Kebutshun Kelengkapan Wakiu Output "
Proarans o
Menugaskan sekretars dun menun ik SHEN BRRERE R
L | PR | | RKAMD melabui sistem I Harl SUER oRvgET 8 LIFE
5 - | cloh dierions S i, R
Mesghlmpin semun progrmmkeatan yang i oy ey katin
Berkailan dengan pengadaan ﬁﬂl dengan p:rqld:l
2 | barmp({Belani Modal den Persédiann) . Program kegintan 3 Hari barasg (betinga Modal dan
valitg diksat dblaksanakan di mbun depan slek . Persedigan) ditabn depan
Sckreturis dun Schirub Bidang
yung wean diloksanskon
Melakukan penginpoetun asulan pengniiasm L
brwrary yadgakan dinjukan oleh set{ap
ednkum ssteim ihufbar — j
3 m#““dam herdasarkan 1 g i Haci Hlnfuuuﬂrmmm_!nli
mecimperlifiatkan kebuiulan rel dan kendisi o -
by vy dimiiikl okl Dins
Mengetahus! dan melkukan monioring m il
4 | terhadas usulun tarsngg vang diinput oleh il b | Hiri ki, prigpscluss Sk g
pelnksuna REHMD i
il e burng yang bernsal duri "
o | pelaksarin, verifikasi dupst ilabkan Statw msten barang jika
A i a4 It sulan burng I Mlinggs dietuiui menjadi pengajuan
mengurangi jumlzh dimn menolpk wsulan ke Kepada Scholuh
dengrm alisan yong telah dieediakan
Melnkubcan review forhadap pengodinng
o | slan harang yang telah diverifikasi PR il Rty ki)
(1ekah) pdeh Sekretaris schelum diajukan Uilan prungeiidomn barming 1 Melimpzs worifikusl  salaah PEC
\ ta nifhok BFCAD + R BRI




Peinksuinan depat meldkukan dovwnlboad
dan memgetak fike lempinn yang dissdinkon
ferdiri dar;

I, Surul permy i

2 Barpi wsmiban

3 Lawmplrsn Daftar Barang
iorwitloagd (il Ineaplran hanys dagal
dilnkukan jika sclumby bareng yurp
diajukan sudab <smpai ahap disenipn oleh
kepaln NPEAD denpan stadus (st
barung berstmus posting ¢ hatal)

Selunali barang sudah
diverifiknsi obd PHC
HEEMALY, disemjul aleh
kepals HPKAD {=elunsh
harang bersintus pasting
bl

2Hen

ir

Mermncluinngani sehunsh fik lampinn yap
ielit dicstok schagai bulidi persetujumn dori

barang-horang yang telah disjukan

I Harl

Perang serverifkasi dan
dittuiui

Fille lanpiran ditssdiangani

Plcbabcinkan parl werbeslap etisn halwun
Larnpiman daflar harsitg debegad ikl habiea
peigun barang don peabol penatausahaan
bewany mecigetall bnmng mpusain yang lelab
divsalkan dan meayelujul bahwao barung
vany aigjukan ndalih bamng baning yang
micrmanyg ditmtoliken

Lasriphran daflor barang

I Hari

Lampiran dotler brang
terparal

Melakukan uplopd il lempirm vang telah
il g alch Kepala [Hngs wein
iipasml’ setinp hewibar olch pongunes harang
hie clalan sitam watuk divalicasd oleh PIC
HEBMD

Laimpiraun dafiur barang

I Huti

n

Mengirinkan sedorab il bempran ( Ak
wili} yang divpload kednlpm sistend kepada
BPEAL sehagal bukti teluh memydbesithan
penyusenan RE MDD sooare online

File lampiran { sk asli)

5 Han

Lorripirnn daflos haramg
terveri fikisi

Fihe lmnpirun § fisk i)
W

Jikn selerub berkoas sadndh divabdasi oleh
Pl REBMED, moka sdotus barsny 03 sastem
mknn henstah menjadi selesni pelal s
REEM dapa mekiha diofiar KRR
yang talal divsulkon dan disehujui pedn
menu dafise RERMI

ik Mg lmparan song telab
dimpdnad ke dalam sisem
telnh divalidas

1 Hinri

Deafiar seburul psukan
pengacaan burung yangiclah

izl il muncul 41 mer
wdnfiar HKRAMD




DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT

Diasar Hukuwm

I, Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 watang Pemerintahan Dacrah,

2. Peraturan Pemerintiah Nomor 13 Tahom 2009 tentang Laporan don Evaluasi
Penyelengparaan Pemerintah Dagrah,

3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penvelenggaraan Pemerintah Dagrah,

4. Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Feraturan
Pelaksangan Peraturan Pemerintah Momor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penvelengparaan Pemenintah Dacmbh,

5. Peraturan Bupan Kabupaten Kuiai Kartancgara Nomor 58 (ahun 2023 tetang
Kedudokan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seria Tatan Kerja Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kera

Nomor SOP B-392/DISTRANSNAKER/000.8.3.3/3/2026
Tanggal 3 Maret 2026

Pembuatan

Tanggal Revisi )

Tanggal Maret

Pengesuhan 3 2026

[hsahkin aleh

MNama SOF

[T — _
I. SMA/Diploma/Sarjana

2 Memiliki kemampuan operasional kompuler

3, Memiliki kemapuan analiss data, evaluasi dan pelaporan,
4. Memahami mekanisme penyusunan LPPD

5. Memahami peraturan tentang penyusunan LPPD

Keterkaitan

Peralatan / Perengkapan

Peringatan

komputer

Printer

Jaringan Inteme
Alut Tulis Kantor
Rensira

Renja

PK

DPA

Diata Pendukung

P T

Fika kegiatan tidak dilaksanaskansesuai SOP vang berlako, maka tidik secuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan

Disimpan sebagai data elektronik dan non elekironik
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DINAS TRANSMIGRAS] DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT

B-452/DISTRANSNAKER/DDD.8.3.2/3/2028
13 Marct 2026

12 Marmet 2006

Drisahkan oleh

Nama S0P

Iasar Huokam

Kunlifikasi Pelaksana

1. Undang-Uindang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

SMA/Dipliploma/Sarjana

Pembangunan Masional (Lembaran MNegara Republik Indonesin Tahun
2004 Momor 104, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 442175,

. Porsturan  Pemerintsh Nomor 8 Tabun 2008 tentan Tahapan (at carn
Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan [aerah.

. Persuran Menteri  Pendayogunaan sparatur Negarn dan  Reformasi
Birckrasi Momor 35 Tabun 2012 tentan Pedoman Penyusunan Standar
Opernsional Prosedur sdministrasi Pemerintah.

. Peraturan  Menteri Pendayagunaan aparaiur Nepara dan  Refonmasi
Birpkrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelnoran Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah:

. Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tita Cara
Perencinaan, Peagendalion, dan Evaluasi Pembangunan Dacrah, ista cara
Evaluasi Rancangan Persturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Dacrah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah. serta Tata Carn Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
dacrah, Rencann Pembanunan Tsngaka Menengnh Daerah dan Rencana
Pemernintah Dacrah:

. Peraturan Daerah Kabupaten Kutni Karanegara Nomor 3 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua stas Persturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016

'lmll-J:—

Menguasal dan memahami peraturan tentang pengajuan SPP tambah vang.

Mengetahai tugns pokok, fungsi dan tatakerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kera Kabopaten Kutni

Kartnncgars.
Memahami tatn cara pengajuan SPP Tambah Uang,




tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat Duerah Kabupaten Kuotai

Kartancgara;, Evaluagi dan pelaporan,
Keterkaitan Peralatan ! Perlengkapan

I. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

i n Pencatatan dan pendstaan
Pengajuan TU { Tambah Uang) tersebut sebagai pedoman memenuhi
kebutuhan belanja vang bersifat mendesak. dan bila tidak dilakukan Disimpan sehagai data elektronik dan non clekironik

| berakibat tidak lancamya pelaksanaan kegiatan,




Pelaksnna Mty Baku
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E ] [0k liln b in PPK - OYPD S = TU Dokumen Lain I3 Mt SPF-T1
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DINAS TRANSMIGRASE DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Momor SOP | B-456/DISTRANSNAKER/000.8.3.3/3/2026

Tanggal 13 Maret 2026

Pembuatan

Tanggal Revisi . |
Tanpgal I

Pennesghan | 13 Maret 2026 T

| Dasar Hukum

2.

Pemerintah sebagaimmna telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pemturan
Menteri Dalam Megeri Nomor 21 Tahun 2021 temtang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tshon 2006 tentang  Pedoman
Pengelolzan Kevangan dacrith (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Mamor 5)

. Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tabum 2006 tentang  Pedonan

Pengelolpan Kevangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhic
dengan Persturan Menteri Dalam Megeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pervbahan
Kedun Atas Peroturmn Menteri Dolam MNegeri Momor 13 Tabun 2006 fentang
Pedomin Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negam Republik Indonesia tahun
2011 Nomor 310

Peraturan  Menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 20016 tentany Pedoman
Pengelolsan Barang Milik Daerah,

Peraturan Menier Pendayagunann Apamtur Negam dan Reformasi Birokrasi Nomor
19 Tahun 201 8 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 icntang Pedoman
Pengelolsan Daerah Momor 7 Tahun 2006 temang Pembentukan dan Susunan
Perangkal Dacmh.

Peratumn Dacrah Kabupaten Kutai Karanegara Nomor 3 Tahun 2022 tenlang
Perubahin Kedua atas Pemturan Dacrah Nomor @ Tabhun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Peranpkat Daerh Kabupaien Kotai Kartanegara.

Perituran bupati Kutai Kartanegara yang mengatur kedudukan ketenagakerjaan
adalah Peraturan Bupati { Perbup) Kutai Kenanegam Nomor 58 Tahun 2023 tentang

i=ahkan oleh
SEKRETARIAT Namia SOP Penywsuffan Rencana Kebutuhan Barang Milik Dacral (RKBMD)
- Kualifikasi Pelaksana '
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tabun 2019 tentang Pengelolaan Kenangan Daerab | 1. SMA/Diploma’Sarana
{ Tmmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63225 2, Mengetahui tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dines Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Persturan Presiden Womor 16 Tahun 2018 temtang Pengadaan Barang/lasa | 3. Menguasai dan memahami peraturan tentang penyusunan rencana kebutuhnn barang milik

daemlh




Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugns dan Fungsi, sertn Taba Ketja Dinas

| Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabopaten Kutai Kartancgar

Keterhaitan Peralatan / Perenghapan

Adat Tulis Kantor
Komputer

Primier

Bararg Milik Deerah
Sural Permininan SKBMD
Surat Usulan REBMD
REBMD

REA

R R

Peringatan  Pencatatan dan E_ﬁnm

Jika tidak dilaksanakan sesiai dengan SOP yvang berlakn, makn tidak sesuai dengan
ketenunn ying telah ditetapkan dan akan berdampak terhadip penyusunan rencans Disimpan schaga data clekironik dan non elektronik
| kebutuhan burang milik daerh




Pelaksana

Kuasa Pengguna Barang

Mfenpidentifikasi kebotshan bareng / jasa yang
diperkaken uniuks isnansknye seneai Roncana
Kerja Pemerinioh Db (R P

Kelenghapan

Wkt

utput

Swrat Permintiean RERMED

2 kam

Sural Usulan RERMD

Mleneiah kelovakan barmng | jisa vang 1eish
medn F fimiliki ¢ dskissai mas Biveenl
kebutubmn barang ¢ jia dari kegialn Vang
siimu ik mempstoksh bebatulan ril yoag
difuanpkan dalum sencans ket dnggasan

Surm Lisalm RKBMD

Fir Menid

Sural RKRMD

Merencoeakan dan Memyesan kebutubom

haranp doksm Rencing ke dan Angpirm
O sehagai hohas dalam penyusinas
Rencana Anggaman Fedapsin dar belsni
| RAFEIN

REBMD

I Hari

REA

| Rencarsa Rebuluhan bamng yang telah disusun
- whiseralikan kepads Sekretars Disersh utok

| abitedini dom dispsun menjedi Rercany Daflur

| Keburuhan harsog Milik duernb (RISEBMIY)

| whin Bencana Kebaiuhan Pemelihnrsan barang
i Milik dacrah (RKPBMIY




DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIAT

Nnmnr_ﬁ'.:_ﬁ-:“

B-393/DISTRANSMNAKER/OD0. 8.3 3/3/2026
Tanggal aMaret 2026
F-r:.m‘m.utan
| Tanggal Revisi | -
Tanggal
3Maret 2026 —
e ol
P o _-'- —— r"‘
"‘f P g, %K:m]u Lrinas
Z | eha] %)
Drisahkan oleh . el id oy
Mama SOP 1y tisunan l.up-urm Akuuuhililnﬁ Kinerja Insmansi Pemerinnh { LKIP)

Dasar Hubinm

Kualilikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Fembangunan
Masional (1embaan Negam Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}

. Peraturnn Pemerintah Nomor B Tahun 2008 temtan Tahapan 1at cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

. Peraturan Menter Pendayagunaan apamiur Negam dan Reformasi Birokrasi Nomor

15 Tabun 2012 tentan Pedoman Penyusunan Standar Opernsional Prosedur |

administrasi Pemerintah.

. Peraturan Menteri Pendiyagonann apasatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 201 4 tentang Petunjuk Teknis Peramjian Kinerja, Pelaoran Kinerja dan tata
Cara Revin Atas Lapomn Kinerja Instansi Pemerintah:

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tnhun 2007 tentang Tata Cama
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Dacrab, nts cars Fvalussi
Rancangan Peraturan Daerab tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, dan Rencana Pembangunen Jangka Menengah Duerah, serta Toata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangks Panjang daersh, Rencana Pembanunan
Jangaks Mencagah Daerah dan Rencana Pemerintah Dacrah;

. Permuran Deerah Kabupaten Kutai Keranegarn Nomor 3 Tahun 2022 entang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pem bentukan
dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Kuta Kartanegara;

SMA/Dipliploma/Sarjana
Memiliki kemampuan operasional computer

| Peralatan / Perlengkapan

Memiliki kemapuan Analisa data, evaluasi dan pelsoporan,

£l pd =

[Dacrah .
Dyaerah .

|. Komputer
2. Printer
3. Juringsn Intemet

| 4. Alar Tulis Kantor

Memahami mekanisme penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah

Memahami peraturan lentang penyvusunan laporan Akuntabilitas Kinera Internal Pemerintalh




Rensira

Renja

PE

DPA

. Dvara Pendakung
1 SK Tim

1. LKjIP

W S0~ B

Peringatan Pencatatan dan pendataan

i i ilaksanakansesuai i i Disi — . "
_I{ llf:n kcglail:m_lkl;i hﬂldilru i S0P yang berlaku, maka tidak sesuai dengan - e
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nyenirughion kepadn Penencimn
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| N
Menyaimpaikan Fammni L. i,::fnpuh
pengurrpulan detn dan nformas Fprmai P':ml:rrn_nlq Dhuils i D i
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herpamializhs dstn dun informms
kimerja yani tercumpal. Jia
setuju akan ditcraskan ke Kepata
Disas, unnek memimsskan
pm‘lu_p.mﬂ. lakea

tidak setuju moks =an
dikembalikan kg masing -mosing
hidong dan kescknetariaban umtuk
diperhaik

M enmnd stmnpeni dokiesuen LEJIP
[Mnas Tenapa Kerjn, Penmuimin
Ml din Pelayanan Terpadu
Snb Pinla aleh Kepal Dims
ket lan diseruskan ko
Perencana Mud

vl EEJIF

10 Aenh

Dekwmen LEjIP

Dokumen LEjIP

| Hari

D temen LEjIT

Btemppnizban dofunm LEJIF

[okumen LIjIP

il Bdenil

Fengeandann
Dokmmen LEJIP

Bborialant surmt pengantar
skl ipgus penomoren s

1. Konsep surst pengsmiar
2. Dakumen LEjIP

11

Kdemserifikasi drudl mocamgan
Mengiriakan dokimen LRIIP ke
lrllpﬂﬂl'-"l‘ﬂ

111 Memi

Syt Perguntir

1. Keansep surmi pemganinr
L Dhakoamen LRJE

&0 Mo

Tondn Bukti

Pevgiriman




| Nemor SOP B-390/DISTRANSNAKER/000.8.3 3/3/2026

Tanggal 3 Marst 2026
Pem basylan —
Tanggal Revisi B
Tanggal
| Penge 3 Maret 2026 ~

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
il Disahkan oleh

SEKRETARIAT Nama SOF

§ Kualifikasi Pelaksana

|. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan
Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Meears Republik Indonesia Nomer 4421

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temtang Pemerintshan  Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tembalan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor $587) sehagaimana telah diuhah
beberape kali, terakhir dengan Undang-Undung Nomor & Tabun 2015;

3. Undang-Undang Nemor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Megara Republik Indonesin Tahun 2003 Momor 539, Tambahan Lembian Negara
Republik Indonesia Nomor 4279%

4. Undang-1ndang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian {Lembaran
Negars Republik Indoneia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran K egara
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah divbah dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2005,

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 weniang Keuangan Negara (Lembaran
MNeparn Kepublik Indonesia Tabun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran hegara
Republik Indonesia Nomar 42867,

6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 ientang Ketransmigrasian sehiga mana
telah dinhah dengan Undang-Undang Nomaor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor |3 Tahun 1997 tentang Ketransm igrasian

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Masional Tahan 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nemaor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4708,

SMA/DipliplomaSarjana

Memiliki kemampuan operasionnl computer

Memiliki kemapuan Analisa dasa, penyusunan rencara dan program

Memahami mekanisme penyusunan rancangan awil rencana kerja {ranwal renja).
Memahami peraturan lentang penyvusunan rancangan rencana kerja (mnwal renja).

A e e




[ & -I_Tﬂduug-llndmg Nomor 11 Tahun 2020 tenteng Cipta Kerja { Lembamn MNegara
Republik Indoncsin Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesias Nomar 6573 ),

9. Peraturan Pemerintsh Nomor 58 Talhun 2005 tentang Pengelolaan Keumngan
Daverati;

10.Peraiuran  Pemerintah Momor 8 Tahun 2008 tentang Thhapan, Taa Cam
Penvusunan, Penpgendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Craerah;

| 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

1 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 eniang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemermtah;

I 3. Peratwran Menteri Dalam Megern Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Kesangan Dagrah sebagsimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Megeri Momor 21 Tahun 201 1;

4. Peraturan Menteni Dalam Megen Nomor 86 Tahun 2017 lentang Tatn Cara
Perencansan, Pengendalian, dan Evalunsi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJFD dan RPIMD, seda Tata

Cars Perubahan RPIPD, RPIMD dan REFLY,
I 5. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan MNomenklatur Perencanaan Pembangunan don Keuangin |
Draerak;
16, Peraturan Daerah Kabupaten Kutni Konanegarn Nomor 3 Tahun 2022 ientang
Perubahan Kedosa atas Peraluran Deerah Momer 9 Tahun 2006 testang
Pembentukan don Susunan Perangkat Daerah Kabuopaten Kutai Kartancpara;

Peralatan / Perlenghapan

Peringatan

Komputer

Printer

Janingan Inlerned

Aldat Tuliz Kantor

Peraturan Perundang LIndangan terkait panyusunan Renja
Digta Pendukong

- 5K Tim

S

l-’tl:':nmhn dan p:rnih;u

Jika kegintan tidak dilnksanakansesuni SOP yang berlaku, maka tidak sesuai
dengan ketentuan vang ielah ditetapkan

Disimpan sebagai data elekironik dan non elekironik
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| Pengesahan AETh Zathi Ay
DINAS TRANSMIGRAS]I DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KUTAI KARTANFEGARA | g
|
SEKRETARIAT Mama S0P / F:n}-usumn chtunn strategis (RENSTRA)

Ihazar Hukum

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional |
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambsahan Lembaran |

Negarn Republik Indonesia Nomaor 4421,

Undang-Undang Momor 23 Tehun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Uindang-Undang Momor @ Tahun 201 5;

. Undang-Undang Nomor |3 Tahun 2007 tentang Ketenagakerjaan ([ .embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik |

Indonesia Momor 4279

. Undang-Undang Momer [ 5 Tohun 1997 tentang Ketransmigrasian {Lombaran Megara

Republik Indonesia Tehon 1997 NMomor 37, Tambahan Lembarnn Negam Republik
Indomncsia Momor 3682) sebapnimana telah dicbah dengan Updang-Undang Nomor
29 Tahun 20:09;

Lindang-Undang Nomor | 7 Tahun 2003 tentang Keoangnn Negara {Lembaran Nejgin
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indomnesis MNomor 4286%

Peraturan Pemerinteh (PP} Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 fentang Porubshen atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Undang-LIndang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Masional Tahun 2005-20235 (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2007 Momor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700);
Undang-Undang Womor 11 Tabun 2020 temang Cipta Kerja (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6373}

| Kualifikasi Pelaksana

R *iMAJDlpI:pE-I:Hrrﬂ.-'.‘:ﬂ]mﬂ

Memiliki kemampuan operasional computer

Memiliki kemapuan Analisa data, penyusunan rencana dan program
Memahami mekanisme penyusunan rencana strategis (renstra),
Memahami pemtursn tentang penyusanan rencans stralegis (renstra)

'_dl.at.d-h.l
- = .

9, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah;




14 Persturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentung Tahapan, Tida Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksannan Rencana Pembangunan Daceak;

I 1. Poraturan Prosiden Republik Indonesia Nomor |8 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunon Jangks Menengah Nasioaal Tahun 2020-2024,

12, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 temtang Pembentukan
Tim Koordinasi dan Integrasi Penvelengearasn Transmigrasi;

13 Instruksi Presiden Nomor 7 Tabun 1999 entang Akuntabilitas Kindrja Instansi
Pemerintah;

14.Peraturnn Menteri Dalam Negeri Nomor |3 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolarn Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dialam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15.Peraturan  Menteri Dulam Megeri Nomor 86 Tabua 2017 tentang Tata Cara
Perencanann, Pengendalian, dan Bvaluasi Pembangunan Dacrah, Tata Caro Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJFD dan RPIMD, serta Tata Cara Perubahan
RPIPD, RPIMD dan RKPD:;

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daeraly;

17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;

18, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacmb Tertinggal, don Transmigrasi Momer
I 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Dacrah
Tertinpgal, dan Trnsmigrasi Tahon 2020-2024;

19.Perntumn  Daerah Kabupaten Kutni Kamasegars Nomor 3 Tahun 2022 lentang
Perubahon Kedua atas Peraturan Daerah Momor 9 Tahon 2016 tentang Pembeniuken

......... mals

_Keterkaitan

Peralatan / Perlenghkapan

Komputer
Printer
Jaringan [nfermed

Alat Tulis Kantor

Peraturan Perundang Undangan ferkait penyvusunan Rensira
Diata Penduking

| 7. SKTim

R

_ Peringatan —
| Jika kegiatan tidak dilaksanakansesuai SOP yang berlaku, maka tidak sesuai dengan
| ketentuan yang lefah ditctapkan

| Pemcatutan dan pendataan

' Disimpan yd:ugaj datn elektronik dan mon elekironik
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DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA i 8
KABUPATEN KUTA] KARTANEGARA Digahkan oleh l% %
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Fa

i .- "l-.l H 3

SEKRETARIAT Nama SOP Penyusunan Sistem Pengendalian Intem Pemerintih (SP1F)
Dasar Hokum Koualifikasi Melaksann

|, Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendoharaan | 1. SMA/Diploma/Sarjana
Megara (Lembaran Megars Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor | 2. Menguasai dan memahami tentang Sistem Pengendalian Intern Pemenintah (SPIF)
5, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353) | 3. Mengetahui tugas pokok, fungsi dan wain kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2. Perawran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Memahami Peraturan perundang- undangan vang berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembanguman
Tentang, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Masicnal dan Keuangan Daerah

1. Peomturan Dacrah Kots Bopor Nomor 10 Tahun 2023 tentang | 4. Memahami Teknologi Informasi dan Komuomikas: {TIK)
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor

4. Poraturan Wali Kowa Bogor Momor 59 Tahun 2023 Tentang Tugns,
Fungsi, Uralan Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan, Kisct Dan Inovasi

Keterkaitan Feralatan / Perlenglapan

1. Meja dan kursi;
2. Komputer:

3. Printer;

4, Jaringan inlernet

Peringatan Pencatuian dan pendataan

Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka, dupat berakibat .
risiko pencapaisn tujuan orpanisasi din risiko bisnis proses tidak ey i . ,

termitigasi dengan efekrif sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak Cisitnpee SEUNET! diii Stk imlicOah st ERekireil
| optimal serta kelancaran hisnis proses arganisasi terkendala

e el . il
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DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGAKERIA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor S0P B-396/DISTRANSNAKER/DDD.8.3.3/3/2026
Tanggal Pembuatan 3 Marot 2026
Tanggal Revisi
Tanggal Penpesahan 3 Maret 2026 x:-_ﬁ-u,-.'-._n r:fuw; 1
o, P Kepala Dinas
& g o e
[ =15 [endoy || B2
[ s 2

Dizahkan oleh 1

..Fah -

5. Peratran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 teatang
Pedosnan Teknis Pengelolaan Kewangan Dacrah

L NIP 19861011 201001 | 013
SEKRETARIAT Nama SOP Aferifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksona

1. Undang- Undang Nomor 23 Talun 2014 Iﬁ'tmnﬁFm_ﬁﬁlﬁ-ﬁHiiaﬂah I. SMA/Diploma’Sarjana

2, Undang-Undang Nomos 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negara 2. Menguasai dan memahami SPJ

1. Undang-Uindang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan | 3. Mengetahui tugas pokok, fungsi dan b kerja Dings Transmigrasi dan Tenaga kega
Megara, 4. Memahami Perturan vang berkaitan dengan Keuangan

4. Peraturen Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan | 5. Memabami Teknologi Informass dan Komunikasi (TIK)
Keuangan Daerah

Kelerkaitan

Peralatan / Perdengkapan

Meja dan kitrsi;
Komputer:
Primter;

Jaringan inlernet

PP

Pencatatan dan pendataan

ﬁﬁphn
Apabila sural pertanggungjawaban tidak diverifikesi sesual prosedur maka
akan menghambal pelabsanasn kegiatan

Dristmpan sehagai data elekironik dan non elektronik
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

DASAR HUKUM :

L
2.
3.

Undang-lndang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan;
Permendagri Nomor 54 tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 tanggal 1 september
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 tanggal 24 Oktober Tahun 2016
Tentang kedudukan, susunan organisasl, tugas dan fungsi serta tata kerja

perangkat daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

KETERKAITAN :

1.

S0P Surat Keluar

PERINGATAN :

1. Pengadministrasian surat masuk tidak tertib mengakibatkan infromasi tidak bisa

ditindak lanjuti tepat waktu

NomorSOP | B-449/DISTRANSNAKER/000.8.3.3/3/2026
Tanggal 13 Maret 2026
Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal 13 Maret 2026
Penpesahan " Kag, o
= Pit Kepala Dinas

Disahkan Oleh

= NIP- 19861011 201001 1 013 =
Nama SOP Aayanan 1 Administrasi Surat Masuk |
KUALIFIKASI PELAKSANA |

1. Memiliki pemahaman tentang organisasi dan tatalaksana;

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, printer dan scanner;

3. Memiliki kemampuan mengklasifikasikan surat berdasarkan sifat surat;

4. Mengetahul tugas dan fungsl sistem dan prosedur administrasi
pemerintahan.

PEHALATAN / PERLENGKAPAN

1. Buku Tata Naskah Dinas;

2.  Alat Tulis;

3. Lembar Disposisi;

4. Komputer, printer dan scanner.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elekironik dan manual.




Uraian Prosedur

Pelaksana

Etu Baku

Staf Subbag
Umum

Kasub Bag
Umum

Sekretaris

Kepala
Dinas

Surat masuk yang berasal dari
Eksternal dan Internal
Distransnaker diterima, dipilah
dan diregistrasikan,

Bidang

Persyaratan/

Kelengkapan

Waktu

Output

- Surat Masuk

Kasubbag Umum
Ketatalaksanaan dan
kepegawalan menerima surat
masuk  dari  staf umum
ketatalaksanaan dan
kepegawaian kemudian
memilah, surat wyang telah
diberi lembar disposisi dan
kemudian disampaikan kepada

pimpinan

| kepegawaian

Kepala Dinas meneliti surat
masuk, memberikan disposisi
kepada Sekretaris  maupun
kasub bag umum sesual dengan
perihal surat masuk

- Lemba
Dispos

r
isi

- Surat Masuk

5 menit

Surat, dan
lembar tanda
terima surat

5 menit

- Buku
surat

agenda

= Sural masuk

5 menit

Surat masuk

'Dispnsisi

surat yang telah diberi disposisi
oleh Kadis, selanjutnya
diserahkan kepada sekretaris,/
kasub bag umum
ketatalaksanaan dan

Kasubbag umum kepegawaian
dan ketatalaksanaan
meneruskan surat ke staf untuk
di distribusikan ke bidang

Surat

yang
diberi
disposisi

masulk
telah
lembar

10 menit

10 Menit

ﬁispusisi

dokumen

Proses
selesai
kemudi
diberka
seslal
klasifiks
arsip




| Nomor SOP B-399/DISTRANSNAKER,/000.8.3.3/3/2026

Tanggal | 3 Maret 2026
Pembuatan .
Tanggal Revisi -
Tanggal 1 Maret 2026
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Pengesahan . =

E _E[ﬁ-ﬁﬂiqlaﬂinas

§

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Disahkan Oleh
= - | . —_ - u
! Nama S0P Fasilitasi/Konsultasi Cuti Aparatur Negara

DASAR HUEUM ! KUALIFTKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 5 tabun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui Daftar Pegawal Negerd Sipll per unit kerja di hingkungan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Distransnaker

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang managemen Pegawai Negeri | 2 Memahami peraturan kepegawaian

Sipil
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2021 tentang Cuti bersama PERALATAN / PERLENGEAPAN

pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2021 1. Daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil

4. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri 2. EKomputer
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: | 3. ATK
963 tahun 2021, Nomor : 3 tahun 2021, nomor : 4 tahun 2021 tentang hari libur 4. Buku penjagaan cuti
nasional dan cutl bersama tahun 2022

KETEREAITAMN
Absen Kehadiran, PENCATATAN DAN PENDATAAN
PERINGATAN : 1. Daftar Pegawal Negen Sipil Per unit kerja dilingkungan Distransnaker kutai
1. Lamanya Cuti Tahunan adalah 12 hari kerja tidak mengurangi cuti bersama. Kartanegara
2. Bila Cuti Tahunan Tidak diambil di tahun berjalan dapat digunakan dalam tahun | 2. Peraturan perundangan yang berlaku
berikutnya, paling lama 6 hari kerja. 3. Setiap ada yang cuti dicatat di buku penjagaan fagenda cuti

3. Hak cuti tahunan yang digunakan 2 tahun berturut-turut dapat digunakan dalam tahun
berikutnya paling lama 12 hari kerja.
4 Untuk Cuti besar/melaksanakanibadah keagamaan dalam satu tahun paling lamia 90 hari
kalender
| 5 Cutlzakit wajib mengajukan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang ( kepala |
OPD)dengan melampirkan surat keterangan dokter dan apbila lebih dari 14 hari wajib
mengajukan cuti ke BKPSDM.
&  Cutl bersalin hanya untuk persalinan pertama,kedua dan ketiga selama 90 hari kalender,
sedangkan yang keempat dan seterusnya hanya bisa mengambil cuti tihunan -




Pelalisana MUty Eakw
Uralam Prosedur Alasan Pengelola Persyaratan / -
Il'.ﬂlls E_t:hr:tlrli ) Hida.n;fﬂubhng langs K walan PN Kelengkapan waktu Ot paat I{Etel'aqﬂ _

Mengajukan usulan Fovmat
permohonan cuti dan
mecibuat sural periyataain S Pd?&ﬂ;iwﬁ 15 mienit Surat
pﬁhaﬁ melan E-]Jlikﬂii pl‘ihﬂdi
Sipeci | -
Cetak permohonan cut! dan Permohenan cuti | 5 Memit surat
surat pcrnyataan
Menaudatangari <> - L |- Permohonancuti | 20menlt | Surse
perrachonan Cuth
Upload permohonan cntl >l Permohanancubi | SMenit |  Suwrat
dan surat pernyataan e
Verifikasi permahonat cutl o Permohonan cutl | o et | Swrot

i
Fengelola kepegawaian
menyampalakan hasil L :
verifikasi ke BRPSDM untuk —_— 5K cutl 5 Menit Swrst
di proses dan cetak Sk outi g
Mcnandatanganl SK cuti <> b SK cuti 5Mamt | oo
Menerima SK outi > r__“]— —i_ -------- X cuti S Menit Surat

udh d =

Upload 3K cutl yang s i
tanda ranganni kedalam C] SK cutl 5 Menit Surat
aplikasi sipect




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003

3. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 tanggal 24 Oktober Tahun 2016
Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
perangkat daerah pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

KETERKAITAN :
S0P Penilaian SKP

PERINGATAN :
Keterlambatan pengusulan kenaikan pangkat akan merugikan Pegawai Negeri Sipil
yvang hersangkutan

| Nomer S0P B-400/DISTRANSNAKER/000.8.3.3/3 /2026

Tanggal 4 Maret 2026

Pembuatan |

Tanggal Revisi -

Tanggal 4 Maret 2026 - _
Pengesahan )

: PIt Kepala Dinas

Disahkan Oleh

, . _ ~ " NIP 198610112010011013
. Nama 50P FasiHtasi/Konsultasi Usul Kenaikan Pangkat ASN

KUALIFIKAS] PELAKSANA
1. Mengetahui mekanisme pengajuan kenaikan panghkat
2. Mengetahui Sistem dan Prosedur Organisasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Buku penjagaan kenaikan pengkat
2. Buku nomor surat ;

3 Buku register surat keluar

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Usulan kenaikan pangkat dicatat untuk digunakan sebagai data kenalkan
pangkat periode selanjutnya.

2, Data kenatkan pangkat disimpan sebagai data manual kepegawaian




Mutu Baku

Kasubbag
No | Uraian Prosedur Kepala Sekretaris “'1:"'“'“““‘“ Pengelola Persyaratan/ == o T )
Dinas "“""“'hu " | Kepegawalan | Kelengkapan Naterangs
Kepegawadian
1. | Memerintahkan Buku penjagaan = 15 menit | Daftar
Pengelola Kepegawaian atau bk Pegawai yang
untuk menyiapkan e e monitoring memenuhi
berkas kenaikan — kenaikan panglat syarat
pangkat hagi pegawai
|| yang memenuhi syarat |
2. | Menyiapkan  berkas- | % Berkas 20 menit | Berkas dan
berkas usulan kenaikan kelenghapan  dan draf surat
pangkat Konscp usulan usulan
o — kenaikan panghkat
3. | Menelash berkas wsulan Yang sudah diparaf 15 menit | Suratyang
kenalkan pangkat dari | Sekretaris dan telah diparaf
Pengelola Kepegawaian, e | i_ e — Ka.Sub.Bag
serta memberikan
|| verifikas |
4. | Menindaklanjuti usulan l Berkas FKenalkan | 15 menit | SuratUsulan
kenaikan panghkat Pl Pangkat yang sudah vang telah
dengan dikirim ditanda
menandatangani  surat tangani
usulan
5. | Mengarsipkan  usulan Berkas Kenaikan | 5 menit Suratdan
kenaikan panghat = I Pangakat yang herkas yang
s sudah siap dikirim akan dikirim
| e BKPSDM
6 | Mengirim usulan { Surat Usulan | 15 menit | Tanda terima
kenaikan pangkat PNS = kenaikan berkas
lepacda BKPSDM _ Pangkat /Pengantar
dan berkas

pendukung




——

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

DASAR HUEUM :

1. Peraturan Pemerintal Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atag
Peraturan Pemerintah Mo, 7 tahun 1577 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Bupati Kutal Karanegara Nomor 53 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Peraturan Bupati Kutzi Kartanegara Nomor 56 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Transmigrasi
dan Tenaga Kerja

4. Peraturan Bupati Kutai Kartan No. 18 tahun 2021 tentang Kedudikan, Susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah pada Dinas Transmigrasi
dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutal Kartanegara

5. Telah dua tahun dalam pangkat

EETEREAITAMN :
S0P Surat Keluar

FERINGATAN :
Keterlambatan pengusulan kenaikan gajl berkala akan merugikan pegawai neger sipil yang
bersangkutan,

Nomor SOF | B-397 /DISTRANSNAKER,/000.8.3.3/3/2026
Tanggal Pembuatan | 3 Maret 2026
Tanggal Revisi -
TanggalPengesahan | 3 Maret 2026 | =

; 7;3""*.; = -‘_.{_“_. ?h:‘ﬁnpu]a Dinas
Disaghkan Oleh
Nama SOP Fasilit;

KUALIFIKASI PELAKSANA

Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Mengetahui Sistem dan Prosedur Organisasi

Sistoem pengelolaan Keuangan Daerah

Mengetahui mekanisme pengajuan kenalkan gaji berkala

il et ol

PERALATAN f PERLENGEAPAN

1. Buku Penjagaan Kenailan Gaji berlala
2. Komputer beserta perangkatnya

3. Alat Tulis Kantor

PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Kenaikan gaji berkala dicatat dalam beku penjagaan setiap PNS untuk mengajukan
kenaikan gaji dua tahunan dan sebagai data manual kepegawaian.




untuk diproses ke Daftar Gaji
dan pegawai yvang
bersangkutan.

= Pelaksana Mutu Balku
UraianProsedur Kepala | Sekretaris | Kasubbag Umta Pengelola Persyaratan/
Dinas danhﬂfpag Kepagawaian Helengkapan e i SNEHER® s
Pengelola kepegawaian 1. Buku Penfagaan 60 menit | Daftar Pns
Menginvantarisasi data 2. Berlas lkelengkapan yang berhak
pegawal dan  mengumpulkan i kenaikan gaji berkala Kenaikan gaj
dokumen pendukung  bagi [ ] 3. Daftar gaji pns berkala
pegawal yang berhak untulc .
kenaikan paji berkala, serta
membuat  konsep  Usulan
kenalkan gaji herkala S
Mengrima dan meneliti Konsep Usulan Kenailan | 15 menit | Tersedia
kelenghkapan dokumen dan Gaji berkaka dokumen
Surat usulan kenaikan gaji . SECara
berkala, memberi paraf | lengleip
Sekretaris meneliti | serta v Ufsulan Kenaikan Gaji | 15 menit | Herkas
memberi paraf pada surat — Berkala usulan siap di
usulan kenaikan pgaji berkala | tanda tangani
untuk ditandatangani oleh
KepalaDinas | L |
Kepala Dinas menandatangani Usulan Kenaikan Gaji | 20 menit | Berkas
Surat Usulan kenalkan paji b Berkala usulan siap di
berkala = — kirim
Pengelola Kepegawszian _ Usulan Kenaikan Gaji S menit | Berkas usulan
selanjutnya memberi stempel -,| Berkala telah lengkap
dan membuat tanda terima 5K data dapat di
KGH | [ kirim
Mengantarkan SK Kenaikan l SK Kenaikan Gaji Berlala | 5 Menit | Berkas di
Gaji berkala ke Keuangan kirim




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

DASAR HUKUM :

1.

2.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2019 tentang Penctapan Pensiun Pokol
Pensiunan PNS dan Janda/dudanya

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas
peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Bupati Kutal Kartanegara Nomor 56 tanggal 24 Oktober Tahun 2016 Tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja perangkat daerah pada
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Peraturan Bupali Kutai Kartanegara No. 18 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat dacrah pada Dinas Transmigrasi
dan Tenags Kerja kabupaten Kutai kartanegara

KETERKAITAN :
SOP Usulan Kenaikan Panghkat

PERINGATAN :
Keterlambatan pengusulan pensiun akan merugikan Pegawai Negeri Sipil yang pensiun
| karena akan tertunda gaji

Nomeor S0P B-398/DISTRANSNAKER/000.8.3.3/3/2026
TanggalPembuatan | 3 Maret 2026 i -
TanggalReﬁéi =
TanggalPengesahan | 3 Maret 2026 &

N Fﬁ: EEpul:th;ls Tﬁ;'nnsmigrasi dan Tenaga Kerja

H::b'qparﬂ Kutai Kartanegara

Disahkan Oleh —

- —RIP, 198610112010011013
Nama SOP FWL Pensiun ASN

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Mengetabui mekanisme pengajuan kenaikan panglat
2. Mengetahui Sistern dan Prosedur Organisasi

3. Mengetahui Mekanisme pengajuan pensiun

PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Buku penjagaan pensiun

2.  Komputer

3. ATK

4. Buku register surat keluar

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Usulan pensiun dicatat untuk digunakan sebagai bahan mengurangi jumiah pegawai
Distransnaker, data pensiun disimpan secara manual.




I

Felaksana ) ~ Mutu Baku .
No UratanProsedur et | g | OIS | eagitels Porsyaratan/ i R —
K Kepegawaian Kelenghkapan
1. | Kasubbag Umta dan Kepegawaian Buku Penjagaan Smenit | Berkas
menginventarisir data pegawai yang Pensiun
masuk dalam batas usia pensiun D R
= |
Z. | Memernntahkan pengelola Daftar pegawai  yang | 10 menit | Daftar pegawai
kepegawaian untuk  melengkapl memenuhi syarat yang memenuhi
beérkas pegawal yang memenuhl pensiun syarat pensiun
syaral pensiun U - | J ) B !
3. | Menghubungi pegawai yang akan Berkas kelenglapan 15 menit | Komunikasi
pensiun untuk  mengumpulkan pensiun herlos
persyaratan serta  meényelesaikan
surat usulan pensiun ) i
4. | Meneliti berkas kelenglapan usulan Surat Usulan 15 menit | Berkas
pensiun dan memberi paraf usulan I‘ Pensiun dan
usulan pensiun kelengkapannya
5. | Mepelid dan memberi paraf usulan Surat Usalan 10 menit | Berkas
pensiun untuk ditandatangan Kadis Pensiun dan
=i~ = kelengkapannya 5 I
6. | Kadis Menandatangani surat usulan - ‘ Surat Usulan 5 Menit | Berkas
pensiun bagi pegawai  yang e Pensiun dah
memenuhi syarat pensiun kelenghkapannya
7. | Pengelala kepegawaian Memberi Berkas Usulan Pensiun 5 Menit | Berkas
stempel  serta  membuat  surat
pengantar penyerahan usilan i
N pensiun . |
8. | Mengirim berkas ke BEPSDM untuk v Berkas Usulan Pensiun 5 Menit Berkas -
diproses melalui aplikasi si Peci




Pelulksann fuin Brikn
Kegiatnn Pejabat Eeternmgan
GRNES Pematausnhann Keleagkapan Walktw Duipul
Asggaran Keuangan =
ey lapkan Sura Peoyod i b Siat s — i
Drars {50 keodn Bendahom L = Pemyediam I Hal mupﬂ}'
clam PP 0P
Herdaserkan S0 dan SPJ i SPP-AIP
P 3 5
Hendahars memiat SPP-LIP insgm""“"m“l ™ 1% Menit
tresern Dokumen lam, &, Rinciun SPP-UP
Menyerahban SPP-LUF bepada P 15 hbenin SM-Up
PPE-LIF[R 4
Meneliti kelengkapan didosmen »
SPP-U dan kesesuniam den s AP
SPEF i EREA-OPTr { Bl vieluk ‘.I,: gg; 10 Maiit SPP-LIP yang Lelub
lunpkup PPE menerbitkom maral 3 DRA-OPD lenghap
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PPK bagi SPP yang dinyataken
kerighonp paling lama 2 hari it Ran 5™
scieh oo | A SPP-LIF yang ielnh lengkop M) Men CART
SPM paling luobal 2 hari kerja
APE=Li™ duisr )
T
Menyerabkan Rerangan SPM SiPAaLIE vang sidoh
; 1 h ¥ang s
kepadn Penpgunn Angpann Rmcangnn S1'M 30 Meniz
k dlourtsitsd ditmndstangant
. <1 d 1 1. SPRE-LIF
Memerbitkan SPM D‘ L SERFLIR oy hidah SRS, 30 Menit
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Nomor SOP | B-407/DISTRANSNAKER,/000.8.3.3/3/2026
Tanggal 4 Maret 2026
Pembuatan |
Tanggal Revisi [ -
Tanggal 4 Maret 2026
Pengesahan - .
Pt Kepala Dinas
Disahkan Oleh
S — ~—~NIP. 19861011 201001 1013
Nama SOP LAYANAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DASAR HUKUM :

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2. Undang - undang Nomor B2 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial [PPHI)

Undang - undang Nomor 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Sorikat Buruh
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertenty,
Alih Daya, Jam Kerja dan Pemutsan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 232 tahun 2003 tentang akibat hukum
maogok tidak sah

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 31 tahun 2008 tenang Perundingan Bipartit
Permenaker Nomor 17 tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian
mediator hubungan industrial dan tata kerja mediasi

Mp el

|

KETERKAITAN :
1. Sorat Keluar

PERINGATAN :
1. Pengadministrasian pelayanan penyelesaian perselisiban hubungan industrial tidak
tertib mengakibatkan informas| tidak bisa didata secara efisien

KUALIFIKAS] PELAKSANA

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
2. Mengetahui Sistem dan Prosedur Orpanisasi

3. Mengatahui pengelolaan Pengurusan Surat

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Meja

2. Kursi

1. Komputer

4.  ATK dan Blankn

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dicatat dalam buku register disimpan sebagai data manual perselisihan hubungan
Industrial




Mo Uraian Prosedur Pihak Saf Medlator Kepald Bidang Kepala Persyaratan / Waldtu Dutput Keterangan
pengadu Hubungan Hubungan Hubungan Dinas Kelengkapan
Industrial Industrial Industrial
1 | Menerimadan h o Formulir 15 Menit | Berkas Tahap Awal
memeriksa berkas Pengaduan, diterima &
pengaduan/pencatatan | Berkas dicatat di
perselisihan hubungan |\ Tuntutan, Bulku Register
industrial ldentitas
pelapor dan
berkas lainnya
yang dianggap
periu
2 | Berkas pengaduan di N | ' ! Berkas 1s/d2 | Berkas
disposisi oleh Kadis pengaduan dari | Hari diteruskan ke
untuk diteruskan ke ; karyawan Kabid HI
Bidang H1. “. /| perusahaan & kemudian di
b7 lembar serah ke
disposisi Fenpolah
Data J
v mediator
3 | Verifikasi berkas. |ika — Berkas 10 Menit | Penunjukan
lengkap langsung “ pengaduan & Mediator per
ditindaklanjui, jika tidak - Lembar - zona
dikembalikan., I ' Pemeriksaan
4 | Membuat dan — Staf HI dan 90 Menit | Surat Pelaksanaan
menglrimian Surat Mediator Panggilan awal
Panpgilan Klarifilasi mengirim surat Klarifikasi
kepada para pihak. kepada Para terkirim
l’ Pihak
5 Melaksanakan mediasi Mediasi 120 Berita Acara Jika ada




| Kiarifikasi/Pra-Mediasi | klarifikasi, Menit | Klarifikasi/ | kesepalkatan
antara pihak pekerja Hahan Notulen (FE] kasus
dan pengusaha, Pembuktian selesai, fika
Awal tidak sepakat
Tanjut Mediasi
N I
6 | Penerbitan dan pr— ‘Membuat 90 Menit | Surat
pengitiman Surat Panggilan | Panggilan [
Panggilan Mediasi |. Fesmi
— diterima para
pihalk
7 | Melaksanakan mediasi| Pokok Gugatan, | 120 Berita Acara | Jikaada
[Pemeriksaan pokok e Jawahan Menit Mediasi |/ kesepakatan
masalah dan tanggapan = Tertulis Pihak Motulen (PE) kasus
para pihak). selesai, Jika
tidal sepakat
lanjut Mediasi
I
8 | Penerbitan dan |, Membuat 90 Menit | Surat
pengitiman Surat E— Panggilan 11 Panggilan 11
Panggilan Mediasi [1 \ PSS
{Tika mediasi | belum diterima para
sepakat). | pihak
9 | Melaksanakan Mediasi Dolamen | 120 Berita Acara | Jika ada
11 {Pembultian A Bukti, Saksi Menit Mediasi 11/ kesepakatan
dokumen dan (jika ada) Notulen (PR) kasus
konfrontas argumen ). selesai, Jika
tidak sepakat
: lanjut Mediasi
| 1
10 | Penerbitan dan I Membuat | 90 Menit | Surat
pengiriman Surat Panggilan 111 Panggilan 111
Panggilan Mediasi 111 resmi
(Upaya perdamatan L diterima para




terakhir). pihak
11 | Melaksanakan Mediasi Formulasi 120 Berita Acara | Jikaada
11 {Perumusan draf Kesepakatan Menit Mediasi 111/ kesepakatan
perdamaian atau - Alhir MNotulen {PB] keasiis
pernyataan gagal = selesai, |ika
sepakat). tidak sepakat
mediator
akan
mengeluarka
N anjuran
tertulis
12 | Menyusun Fh"ngl—:as_ah [raf Anjuran, 30 har Surat Anjuran | Tahap Akhir
Kasus dan Berita Acara kerja Resimi dard Mediasi
mengeluarkan Surat Mediasils/d | setelah | Dinas
Anjuran (jika mediasi m mediasi
gagal tokal). Pertama
# Apabila para pihak — i
tidak bersapakat wmtok | —
mediasi fanjutan dan |
meminta di putusion |
oleh mediator, maoka
mediator membuatkan
anfuran tertulis
|
13 | Mediator Membuat / | Para pihak 20 Menit | Surat Risalah | Surat Risalah
Mengeluarkan Surat menjawah isi Mediasi Mediasi akan
Risalah Mediasi * i anjuran tertulis di teruskan
Apabila salah satu Pihak | 5 dari Mediator Ke Pengadilan
menolak isianjuran T untuk HI Samarinda
tertulis minimal 10 hari o selanjutnya di
kerja maka Mediator Hi buat risalah
akan mengeluarkan Mediazi

Risalah Mediasi




a Momor SOP B-404/ DESTRAMSMNAKER/CQ B3 W3 I02E
Tanggal Pembuatan 4 Marat 2026
Tanggal Revisi - _ -
Tanggal Pengesahan A Maret 2026 - -:- P
Disahkan Oleh
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA —
Mama SOP Polayanan Punyﬂ;nn t:-nl: Pata lndull HF'L Tr:nnmw

DASAR HUKLIM :

1. Undang-Undang Momor § Tahun 1880 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrana,

2. Undang-Lindang Nomor 25 Tahun 2009 lentang Pelayanan Public;

3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubghan ates ULE Mo, 15 Tahun 1997 fantang
KatransmgE asian,

4 Peraturah Pemerimah Nomor 868 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UL Mo, 36 Tabun 2005

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 lentang Pelsksanaan UL Eslranamigrasian;

5. Peraturan Mentan PAN-RB Momor 15 Tahun 2014 tenfang Padoman Standar Pelayanan,

T Poraturan Mented ATR/Mepala BPM Momor 18 Tahun 2021 fenlang Tate Cam Penetapan Hak
Fengalolaan dan Hak Alas Tanak;

B Perabwszn Menlerl Desa. PDT dan Transmgrasi Momor 5 Tahun 2021 fentang Taks Caa
Pengelolaan dan Pemnanfaatan Aset HPL Transmigrasi;

5. Peraturan Bupati Kulai Kastanegsrs
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

10. Peraturan Bupali Kutal Karanegara Momor 43 Tabun 2024 ienkang Pedoman Talka Naskah Dinss

Norpor 58 Tahun 2023 tentang Kadudukan, Susunan Organisas,
Distransnaker,

KETERMAITAN :
1. SOP Adminisiras| Pertananan HPL Transmigras!,
2 S0P Pengajuan Usulan Pembukaan Lahan Kawasan Transmigrasi.

PERINGATAN :

1. Kesahan pengolahan dela gecspasial dapat berdampak pacda kepuusan tata keioka HPL:
2. Jangka wakiu penyelesalan: 5 han kena seppk hencas dimyatakan lenghap

KUALIFIAST PELAKSANA, :
1. 3104 Teknk Geodesl/'Geograll/PlanclogiPertanahan atau setars;
2 Memiliki sedifikat kompatensi GIS/Sistem Informas Perbnakan (divtamakan),

2 Mampu mengoperasikan perangkat lunak GIS dan sistem infomas: administrasi pertanahan;
4, Mampu mengolah deata koordinal [DMSTOMDesimal, WES 84, UTM)

PERALATAM | PERLENGHAPAN :

1. Workstation GIS (RAM minimal 16 GB, S50), perangkat unak GI5 bedisensi:

2. Prinder ANAT untuk peta, printer A4 4, scannar &3,

3. Benar peryimpanan geospasal [NAS cloud) dengan backup berkals, GFE Handhald

PENCATATAN DAMN PENDATAAN :
1. Dicslat dalam buku register den diam/pran deiam senéer data gecspasial;
2 Audt data grospasial diaksanakan minemal 1 (salu) kal per semesher




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S0P)

Polaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Patugas Operator Keterangan
Pemahon Loket GISIDatabase Kabid / Kadis | Persyaratan [ Kelongkapan | Walktu Dartpuit
Pemohon mangambd nomor anbran, rr!&r-gm Formiulir, KTP, dokumen Barkas permahonan
formulir, dan  menyerahkan HPL, 5K penetapan iokasi 16 meny | ditesima
permotionan data Pata Induk HF'LtIllulnp transmigras
Lokedt,
Pelugas Loket meregisirasi berkas dan Berkas, buky regisbar Tanda fenmea / catatan | Batas
memieiksa : aval  Lengkap Ii kakurangan melengkapi 5
diteruskan ke Tim Takne: dengan ands lenma "N 30 manit hari kerja
besmairiar register, tiak lenghap disembsaikan
il dbinghrgizt i s
Opedaior GiS/Database melkukan Worksiation GIS (RAM 4hgq | Drafl petaidats Peta
pengoinhan dan eksiraksi data Peta induk HPL 16GH), perangkat lunak GIS, | S8 | Induk HPL
SEELE perTentaan pamahon server gecspasial -
Pesabal berwenang melskikan voriflkasi akhir 1 ha Peta/deta
dan manandatangan: dokumon‘peta e <> Druft petafdeia kerja ditandatangani
Produk layanan (hardcopy dan softcopy) Produk peta, Formulr SEKM Peta Induk HPL
disershkan kepada pemohon dan pemehon g A0 mend | diterima dan SHM teris
miengis: Fomulir SEM, - |




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penggant Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-undang;

4, Pertauran Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pepmuitusan Hubungan
Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer : 49 Tahun 2025 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta
Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan
Tenaga Kerja

KETERKAITAN :

1. Surat Keluar

PERINGATAN :

1. Pengadministrasian surat masuk tidak tertib mengakibatkan infromasi tidak bisa

ditindak lanjuti tepat waktu

Nomor SOP B-408/DISTRANSNAKER/000.8.3.3/3/; 3/3/2026

Tanggal 4 Maret 2026

Pembuatan J -
Tanpgal Revisi

Tanggal 4 Maret Eﬂﬁb . .
Pengesahan L, P

Ph:. Kﬂpa!a Dinas

Dizahkan Oleh

Mama S0P Fenda ftaran I‘Et‘iﬂ.ﬂjun Kerja Bersama

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Organisast
Z. MEI‘I.EEHI‘LLH Sistem dan Prosedur Organisasi

3. Mengetahul Pengurusan Surat

PERALATAN / PERLENGEKAPAN
1. Komputer fScanner/ Printer;
2. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dicatat dalam buku register disimpan sebagal data manual




— Pelaksana - _Iilggt_l_l_!qku]
Petugas ASN dan Ketera
No Uraian Prosedur Kepala | Persyaratan/ Wakt o : SHuge
Pemohon Ilh:::;llﬂr Kabid HI Dinas Kelenglapan aktu utpu ga
e may . Fay
(1114 ister mEenEam
::n-ian. I:T:fn;kn Jayananﬁadan! [: dalam | pemohon dicatat
membawa semua persyaratan ke pelayanan LU menit pada buku tamu
petugas di meja pelayanan
i T o] P e
verifikasi dan kelengkapan be
i elayanan > di werilikasi . dikoreksi oleh
HUMIEP 20 menit petugas dalam
pemprosesan
- — - e - = e ;ﬂw“imsh -
3. | Apabila berkas dinyatakan | - Akan dlhc-rihjn
lengkap, maka petugas surat tanda
memberikan  tanda  terima terima 10 menit
dan/atau penandatanganan
berkas
4. | Apabila berkas tidak lengkap Surat masuk:_.rang_r Dokumen
alcan dikembalikan dan diberikan telah _ diberi . dikﬂ'ﬂ'l-h?lllﬂn k.
batas waktu untuk melenghapi lembar disposisi 3 Hari ::;;uk q;aperhaﬂu
engkapannya
5. | Petugas pelayanan menyerahkan I - Buku  agenda
dokumen ke bagian wmuom untuk surat 10 menit
dilakukan pengagendaan surat - Surat masuk
masuk, = .
‘. | Setelah surat di disposisi oleh Surat Masuk yang Hasil disposisi
kepala dinas, maka surat di — - telah  diberi Hard seg_a‘ndmndah
distribusikan lepada bidang :I{hpq:;sls;];i oleh lanjuti
hubungan industrial epala Dinas
7. | Surat diterima oleh kepala bidang Surat yang telah Naskah dilcoreksi
dilanjutkan untuk di disposisi ke dlspnalsll oleh bertentangan atay
Mediator HI untuk dilakukan | | Kepala Bidang 2 Hars tidak dengan
evaluasi isi naskah PKB | pemru:::an
S peruncang-
| undangan




L mﬁpnhilﬂ isi naskah odak Membuat draf sk Dokumen yang

bertentangan dengan  regulasi |_ _] PEE akan di proses
maka dokumen akan diberikan 120 Menit

kepada ASN yang menangani PKB |

untuk di proses o

Pembuatan draft usulan SK Membuat draf sk Bukti Draf 5K
pengesahan disampaikan untul PKB Pendaftaran

mendapatkan  tanda  tangan 120 Menit Perjanjian Kerja
pengesahan setelah di paral oleh — - Hersama
kepala bidang dan kepala dinas

secara electronic

Dokumen  diserahkan  kepada ] Dokumen Bukti SK
pemohon ' L diberikan kepada Pendaftaran
% pemohon 10 Menit | Perjanjian Kerja

Berzama




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Momor S0P

B4 D IHSTRAMSMNAKERAO0 B3, 5 30206

Disahkan Oleh

Tanggal Pembuatan A Maral 2026
Tanggal Revisi = - -
Tanggal Pengesahan 4 Marst 2026 T i

- ; mm1u11m1m1 1013

';_.._.l i

MNama S0P

Fn-lijlinln Pe:mg

DASAR HUKLM

B wapa—

= en

Undang-Lindang Momor 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan informasi Publik;

Lindang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 lentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Normor 28 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1897 tenang
Katransrmygras s

Lirgtang-LUindang Momor 23 Tabun 2014 jentang Pemeriniahan Dasrah sebagaimana telah divbah
terakhir dengan UL Mo, 8 Tahun 2023

Paraturan Pemenntah Momor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UL Koefransmigrasian;

Peraturan Mented PAN-RE Momor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Peradurah Menten ATR¥apala BPM Momor 18 Tahun 2021 tenteng Tats Cara Penstapan Hak
Pengalolaan dan Hak Alas Tanah;

Peraturan Menten Trensmigrasi Nemor 3 Tahun 2025 fenlang Kerja Sama Pamaniaalan Tanah HPL
Transmigrasd;

Peraturan Menten Transmegrasl Momor 8 dan Nomor 9 Tahun 2025,

10, Peraturan Dasrah dan Peraburan Bupati Kutai Kadansgars yang mengalur Transmigrasi, Tata

Ruang, dan Tata Naskeh Dings.

HETERMAITAN :

1

2.

S0P Pengelolasan Dala Feta nduk HPL Transmagras;
S0P Adrministras Pertanshan HPL Tranemigrasi

FERINGATAN =

1

periznan;
2 Total jangha wakiu di tingkat Kabupaten: 50 hari kerja (di luar proses Pemarnntah Pusat).

Usulan yang hdak Clean snd Clear berisio ditolak Kementenan dan manimbulkan lumgang Eadh

KUALIFIKASI PELAKSANK -

1. E94 meMnmmen
2. Memaharmi perafumn n, Pertanahan, dan Tala Ruang,

4 Mampu mangoperasikan GIS [QGISAGES) dan mengolah data koondine;
4, Memahami zia naskeh dinas Pemenniah Daerah,

PERALATAMN /| PERLENGKAPAN -

1. Kompulerfaptop dengan peranghal kesak GiS (QCIS Arc315);

2. Prinberdan Plotber AAY, GPS GeodolivHandheld. ecanner

3, Kendaraan operasional, nang rapal koordinasi lmtas seldar, ATK

PEMCATATAMN DAN PENDATAAN
1. Dicatal dalam regester usutan dan diarsipkan dalam dokeman dan data spasial;
2 Pengawasan Inernal besjenjang sers eksiernal oleh Inspakiorat/AP|P

Usulan Pembukaan Lahan Kawasan Trlmmiguti




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOF)

Pelaksana Muiu Baku
Uraian Prosedur Petiugss | Tim Teknia |  |aKOf Kepala Persyaratan | Henrangan
o) Lokat Bidang i Dinas Kolongkapan Wk Ol
Pamohon mengajukan surad pnrmuhnm_n‘ 1 Surat permohonan, Berkas usulan
bt Munﬂnwmmrm ke Lokel wgﬁgﬁﬁ peta e dilaima
Bid T ; 1L, ’
' koordinal (WESBLUTM it
505), rekomendasi desa
chan caymal
Pelugas Lokel melskukan registrasi Berkas, bukuregister | | Tanda Tenma Berkas
bui;ufdan menerbitkan Tarda Terima e I I 'm: JI
Tim Bideng melakukan  verifkasi Berkas usulan - | Surat Despasisi | Tahap |
administrasi. Lengkap diterbitkan Sural &har | [ ermint3an
Disposisi  tindak lanjut; bdak lengkap — L katia | Kelengkapsan
dikembalikan disenal Sural Permintaan
Keetenghepen, S 1 I i ! —
Tim teknis melaksanakan  sune l S Geodafik, perangkat i ]Eurh#m‘a‘u‘m‘fﬁtm Tahap |
lapangan dan kafian teknis: validasi inak GIS, kendaraan 21 hari Lapangan dan KajEn
koondinal, wandikas! stalus taneh, analisis Qperasional Ketja Teknis
kesesualan ahan, felanh tumgeenyg Gndd |
dengan QGIS/HAGES. | .
Rapal Koordinasi Lintas  Sektor | Hasll kajan teknis, dats | | Berita Acara Rapat Tahap 1l
(Bappeda, DLHK, OPMPITSE, ATRBPN, RTRW 14 hari | Hoordinasi dan
Diras Kehutanan Provinsi]  menslash ) Fososuaian Lokas
hesesusian wsulen dengan RTRW dan ‘
poa nuang kehulangn, N | -
Kepaa Dinas  menerbitkan Surat Berila Acara, drafl . Sursl Rlekomandasi Tahap iV
Rakomandasi Teknis! Dapat rekoamendasi 10 hari Teknia
Ditndakianguli  ataw  Tidak  Dapal - Kena
Dlibncdakianli diserta alasan
ehnislyuridis. = d |
B Ruka dasi  disampaikan  kspada Sural Rekomandasi, | Rekomendasl dierima | Proses pugat d|
s mﬂ;: untuk usulan intemal Pemkab le Formulir SKM | 3n dan SHM lansi huar gargka
ditoruskan aleh Hupati melagn Gubemur menil wlkdy
kepada Mented  Transmigrasl  RL Kabupaien
Pemohon mengis SKEM, | 8 | | —




Namor S0P B-A06,/DISTRANSNAKER/DD0.8.3.3/3/2026

Yangxe) Yemiastan . |4 Vatet: 026

Tangal Revisi
Tangual Pengesabian |4 Maret 2026

1L Do

" 3 .-: ——.:Eﬂt"ﬁ%mh D'iI'I.EE

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Disahkiin el
Mamia SOF AATIHAN BERBASIS MASYARAKAT
DASAE HUKLIM
i. Undang-undang Nomar 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagmkerjaan; KUALIFIKASE PELAKSANA

4, Peratura Daerah Kabupaten Kutai Kartanegars Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas |
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penvelenggaran |
Ketenagakerjaan |
Peraturan Hupati Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan | PERALATAN J PERLENGEKAPAN

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahan 2007 Tentang Pembagian arssan 1. Memahami Dasar Hukum yang torkait
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerlntahan Dasrah Provinsi dan Pemerintahan Daerah | 2. Mengetahui Tugas Pokok dan Pangsi Organisasi
Kalmspaten fKota; |3 Mengetabui Sistem dan Prosedur Organisas)
3. Peraturan Pemerintah Bepublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan {4 Mampu berkomunaksi dengan bail, sopan dan ramah
Kerja; { 5. Mengetahui Pengurusan Surat
.
7

Peepmpilan Menarik
Mampu berkoordinas secara balk dengan plhak terleait

i

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Transmigrasi | 1 Buko Agenda surat masuk / surat keluar
dan Tenaga Kerja; | & Lﬂ'm_hﬂr Disposisi;
3. Ceklis Persyaratai;
PERINGATAN : 4 Telephone din Fax
- Program dilaksanalkan melalul permohonan dan Program OPD. 5. Meja;
- Hila SOP ini tidak dilaksanakan, maka layanan Pemberdayaan Masyarakat melalni Pelatihan b Kuorsi ;
Berbasis MasyaraKat maksimal, dan tidak dapal mencapai mrget penpurangan pengangguacan di 7. Kompater P, Printer dan Hahan Komputer;
daerah, B Alat Tulis dan Blinko [ATE].
SOF ini dibuat untuk dipedomani bagl staf pelaksana dan sebapai sarana untuk dapat memuaskan
- Pelatihan Berbasis Masvarakat terdin dari Pembekalan Kerga Mapdind (TEM] dan Padat )
Katys fenis kegiatasinys antara lak : 1. Menclptoka it i o St Dejacin/ Sk ek e Kl sl It pRcl (NG JOEE PO RIS dn i
pemanfaatan sumber daya alam. 2. Terciptanya Wirausaha Baru 3. Pemanfiatan sumber daya alam pada d]?f Permohonan Kegiatan Tenaga Kerja Mandin dan Fadat Karyva oleh Kepala Dinas
untuk menamhah perekonomian keluarga, 4. Pembangun dan menpembanghan kemam paean atau Pejabat yang ditunjulc
inisiatif ataw aspirasi masyarakat khosusoya penganggur agar mae mengelola potensi sumber daya
lingkungan guna menciptakan kesempatan kerfaSusaha, Dan lain-lain




Uralan Prosedur i Pelalocina Muitu Balo
Pemokon | awTpy | Serearik Kabid . Eﬂm Waktu Dutput | Keterangan
Surat  permohonan  Usulan Mulai
Proposal  dari  Masyarakat [:
disampaikan ke Bupati Kutai
Kartanegara dan sirdah *
mendapat Disposisi dari Bupati
ke [Mnas Transmigrasi dan
Tenaga Kerga
Menerdima  usulan  untuk L ] Ceiclin Venfikasi Usslan 10 menit | Caratan Hasil
diverifikasi Perengkapan j 5,::;,,,' i “: “",H:ﬂhd' Verifikasi
Usulan Persyaratan sesual 5P | Lengcap ﬁﬁ:uﬂ;m-nm
tidak Eunnudihgul-!irm
- tanl,f knbempok usaha
- Beritd Avara Pesnbertikar
Kelsmpalk
Daftar Halir
= Dnfumentasi ussha vang akan
dilaksanaian
- Foan oy KT Kartis
Eelempaok dun asggeta /
prineinas Desil 13/ 5
- Nomox Konbak vang bise
dibnikringi
Membaca isi sUTEL, v 10 menit | Surat magsuk
mengarahkan stafl  unmk yang telaly
meneruskan kepada zekretaris diberi lembar
matpun langsung disampaikan dispisisi
kepada Kepala Dinas
Selanjurmra Kadis Bulku Apenda 10 menit | Surat yang telah
Transmaker meneliti  -surat = Surat Masuk diberi disposisi
masul, memerintahkan Kepala - Lembar Disposisi oleh Kepala
Bidang  Perencanaan  dan =—[ Dinas
Penempatan Tenaga uniuk
MEMprises permohonan
Usulah  Proposal  Pelatihan
Berbasis Masyarakat L —
Untuk memprosesoya, Bidang - Buku Agenda 10 menit | Swrat yang telah
Perencanaan dan Penempitan | | - Surat Masuk diberi disposis|
Tenaga Kera  melakukan - Lembar nleh Kepala
verifikasi  mengetahul apakak - Disposisi Bidanp
memenuhl  syarat antuk l
diberikan Pelatihan Berhasis
Masyarakat l_




Pindah
Halaman

Usulan dicatat diBuku Agenda - Buku Agenda 5 menit Sural
Hidang (Surat Masuk Bidang) - Surat Masuk Permohonan
untuk di Diposisi ke JFT/IFU | | Lembar Disposisi Terdokumentasi
|
1. Verifikasl dan Validasi L Permohonan Usustan sudah | 60 Menit | 1. lnput Data
Permohoman Usulan dilsposisi Kepala Bidang Meserts
2. Menyuson Draft  Usulan (Werval)
Kegiatan 2. [Dval Lsulin
Kencana
K.egiatan /
(RkA)
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- Disahkan Oleh

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS TRANSMIGRAS| DAN TENAGA KERJA

| Nama SOP

Pelayanan Admidistrasi Pertanahan HPL Transmigrasi

DASAR HUKLUM :

g S e

B
9,

Lindang-Uindang Momor § Tahun 1860 terntang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Sgraria;
Undang-L'ndang Nomar 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Momor 29 Tahun 2008 tentang Perubahan ates UL No. 15 Tahun 1957 tentang
Ketranemigrasian;

Peraturan Femearinizh Momor S5 Tatun 2012 tentang Polaksanaan UL Mo, 26 Tabwn 2009,
Paraluran Pesnedinbah Nomor 3 Taton 2074 lentang Pelaksanaan DU Katransmigrasian

Peraturan Menterd PAN-RE Momoer 15 Tabun 2014 l=niang Pedaman Standar Pelsyanan:
Pesraturan Menlesi ATR/Eepala 3PN Homor 18 Tahun 2021 tentang Tala Cara Penstapan Hak
Preripebolian dan Hak Alas Tanah;,

Poraturan Maenterd Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengelotaan dan Pemanfaatan Asst HPL Transmigrasi;

Peratuian Bupati Kuls Kananagara Momor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Keqa Distransnaker,

10. Peraturan Bupati Kuilai Kadanegara Nomor 43 Tahun 2024 ientang Pedoman Tata Maskah Dinas.

KETERKAITAN :

1.

S0 Pengelolaan Data Pats induk HPL Transmigrasi,

2, S0P Advokaszi HPL Transmigrasi

PERINGATAM :

1, Vesifikas! yang tidak cenmat dapat menimibulkan kesalahan status pertanshan den senghels ssat
HPL:

2. Jangka waktu penyelesaian T had kera (langa peninjauan lapangan) | 14 har kera (dengan

peEnMnEUEN lgangan).

FUALIFRAS]I PELAKSANA @

1. 5104 Teknik Geodesi'GeograliPlanciogiPerlanahan alau selara,

2. Memahamd peraturan partanahan, agraca, dan kelransmigrasian,

2. Mampu mengoperasikan peranghkat lunak GIS dan sistem informasi administrasi petarahan;
4. Mampu menganalisis dokumen hukum dan venfikasl data spasial

FERALATAN / PERLENGHKAPAN :

1. Kompuleriworkstalion, perangkat lunak OIS Bedisens (ArcGISOEIS]

2. Printer A4/F4, scanner, GPS Handheld, kamers digital;

2. Kenderean operasional roda 4, leman arsip oo, jmringen memet
PENCATATAN DAMN PENDATAAN :

1. Dicatat dakam buku mgister parmohonan dan disimpan datsm arsip fisik den digital;
7 Pk manan dben norar registias unik dan OR Code verilikas




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

_ T Mt Py
Mo Uraian Prosedur Tim Keterangan
Pl ipas Verifikasi | Habid / Kadis | Pereyaratan [ Kelengkapan | Waktu Output
Lkt Teknis
1. | Pemohon mengambil nomor aninisn, mengs) Farrmudir, KTP, dokimien Berkas permohanan
formulir  permotionan,  dan - memerahkan HPL, skalg 1:10.000, 15 menit | dierima
berkas persyaratan di Meja Loket. I koordinat balas (WGS B4) |
2. | Petugas Loket mamgisirasi berkas dan I Berkas permohonan, buku Tanda lerma registar /| Balas
memeriksa kelenghapan  awal. | Lengkap Tegiser catalan kokurangan malengkagi 5
diterbtkan fanda fenma bBermomor reghsber, 30 rmenit han kena
tidak lengkep dikembalkan kepada pemoheon
dengan catalan lertulis.
a3 | Tim Vesifikas: Teknis memediksa dokumen Barkas leknis. Peta Indik Hasil virifilas
hukusn dan data kepemilikan HPL, mebikuian | HPL, parangkat lunak GIS 2 hari | O0kumen dan spasial
overiay Peta Induk HPL dengan Tata Ruang, | S et
dan mengeces stalus sengketa pada daisbase | .
BFN i
4. | Bila diperiukan, Tim medakukan 4 GPS. kamera, kendarasn Befita Acara | Laporan | Hanya jka
lapangan (grownd check) ke lokasi HPL dan oparasional dhar | Lapangan diperiukan
menyusun Berita Acara Hasd Verifikasi / kena PO
Laporan Pefwnjauan Lapangan. | lapangan
5 Prjabial bereenang (KabwdKadis) menelfaah Dirafi produk l@ayanan, Bania 1 har Surat Helerangan
* | dan menandatangani praduk kyanan —_—r Acara kerja ditandatangean
6, | Produk hﬁnﬂ:——_ diserabkan kepada pemohon Produk layanan, Foemus Produk layanan
dan  pemohon isi  Fommulir  Sunee SEM 15 menit | deerima dan SKM lensi
Kiepuisan Masyarakal (SKM), — = o




DASAR HUKUM :
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Disahkan Olah

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Mama S0P

Umdeng-Uindang Momaor 8 Tahun 1950 tentang Foraturan Casar Polkok-Pokok Agraria
Undang-Lndang Momor 30 Tahun 18983 tentang Arbitrase dan Allermalil Penyelesaian Senghela;
indang-Undang Momar 28 Tabun 2008 tentang Fetayanan Publis;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubaban atas UL Mo 16 Tabhun 1857 teniang
Ketransmigrasian,

Peraturan Mantarn PAN-RE MNamor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
Peraturan Menten ATRMepala BPN Momor 21 Tabun 2020 ferdang Penanganan dan Penyelesaian
Kasus Pertanshan:

Parafuran Monteri Desa, POT dan Transmigres Momod 5 Tahun 2027 @oleng Tata Cera
Pengefolaan dan Pemanfaatan Aset HPL Transmigrasi,

Peraturan Bupali Xulsi Kartanegara Nomaor 58 Tafhun 2023 tantang Kedudukan, Susunan Chiganisasd,
Tugas dan Fungs Serta Taka Kerja Distransnaker,

Peraiuran Bupati Kirai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2024 1entang Pedoman Tata Maskah Dinas

KETERHAITAN

1.

2

S0P Admiristrasi Pertanahan HPEL Transmigrasd;
S0P Pengelolaan Dala Pela Induk HPL Transmigras,

PERINGATAN :

.1

2

Penanganan sengials yang hdak lepat dapat mersglkan kepentingan aset HPL Tramsmigrass,

: Mengutamakan panyelesaian damai (non-diligasi) sebolum menempuh jalur pengadiian.

EUALIFIFAS FELAHBAHA:

1. 5152 limu Hukum (AgraraPeranahan/HANPerdata) diutamekan;

2. Memahami hukum acan perdataT UM, sgrarna, dan kelransmigrasian,
d. Memifki serfifial mediabor dan MAlembaga israkredilasi (diutamakan;
4 Kemampuan negosias, madkasi, dan komunikasi hukum yang bas,

PERALATAMN | PERLENGHAPAN -

1 Komprediaptop, skses layanan hukum danng (e-Court, SIPP MA, porial BPN)
2 Printer AAFA, kamera, perekam (dengan persebguan para pilak),

3 Ruang medias tedubep, lermad arsip tedama. kendaraan operesional

PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Setap kasus ddokumentasikan dalam sistem mana@men kasus (case management systam);
2 Laporan perkembangan kasus disampaikan kepada Kepalka Dinas secara bulanan,




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

pemahon mesngsl Formulir SER

Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Prosedur Ti Keterangan
Pemohon m Advokasi | "Abid [ Kadis | Persyaratan | Kelengkapan | Waktu Dustpart

1. | Pemohon mengambil nomor antrian, mengsi Formulir, KTF, konologis Berkas pengaduan
ormalir, dan manyerahkan berkas sengheta, bukll kepemiikan 15 menit | dilerima
pengaduanisengkets HPL di Maia Lokad HPL, peta 1:10.000 |

2 | Petupas Lokel meregistrasi  berkas  dan | Berkas, bukuy register Tanda erma | catatsn | Balas
memerksa kelengkapan  awal  Lengkap | kekurangan malensgkapi 5
diferuskan ka Tim Advokasi dengan tanda | : 30 rrenit hari kerja
lenma bemomor register; lidak  lengkap |
dikembalikan dengan calatan Eriuss,

3, | Tim Advokasi melakukan analsis awal [desk Berkas wengkela, akses o Hasil analisis awal
review): identifikasi  jens  permasalahan, St Court!SIPPiportal BPN 7 hari
kekuatan dasar hukem HPL, pamataan para kedja
pihak, dan lelaah yurisprugensl. =

4 | Hapst Tim menentuken strateg penanganan: Poiturien rabal tim Penelapan strategi
Man-Litigasi ¥ advokasi
(medasinegosiasikonsdssiarbirase)  atau 1 hael
Litigasi (koordinasi Megaksaan, penyiapan I kasa
memori gugatan, pendampingan PTUNPN),

5. | Koordinas imas instans! (BPN, Keaksaan, Duokumen koordinasi, draft Laporan Hasdl Advokas | Mon-litigasi
Kepolisian, Pemennish DesaMecamatan) ! LHA
sEELE Kebutuhan, serta panyusunan Lagomn 30 har diperpanjang 30
Hassil Advokasi [LHA). kana HE tigasi

ik

Pejabsl bieraenang menalaah  dan 3 '

6. i Leparan Hasl Advokssi | Draft LHA ! rekomendasi :[;'" LHA | Rakomendasi
Surat Fekomendasi Tindsk Larjud A e

7. | Hasil advokasi disampaikan kepada pemahon Produb layanin, Formus | Hasil advokas: ditenm
bscitna teknis-hukwm  dan SEM 3 rmend | dan SKM berisi




